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ABSTRAK 
Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui 
media sosial, menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan dari sudut ilmu hukum perlindungan saksi dan 
korban. Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum korban pencemaran nama baik, melalui media 
sosial, dengan measukan muatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (penghinaan, fitnah, 
pencemaran nama baik). Dimana korban menjadi rendah diri, malu, diasingkan oleh masyarakat, serta dampak 
yang paling menyedihkan adalah hilangnya harga diri dan tidak mendapatkan pengakuan atas dirinya. 
Tujuan pengabdian, memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak  masyarakat pengguna media sosial di 
daerah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, yang menggunakan media sosial untuk menjalin kekerabatan 
dan persatuan rukun tetangga dan keluarga. Pemahaman sampai pada tingkat perlindungan hukum bagi korban, 
yang sudah di atur, termasuk prosedurnya untuk mendapatkan perlindungan tersebut.Serta mengukur tingkat 
kesadaran masyarakat terhadap aturan ITE tersebut. Penyuluhan dan posbakum dilakukan dengan cara 
memberikan ceramah, disertai contoh-contoh kasus yang aktual dan sering terjadi dalam masyarakat, kemudian 
tanya jawab. Selanjutnya peserta mengajukan pertanyan secara umum mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan 
dengan hukum. Sehingga dapat tercapai tujuan daripada Pengabdian kepada masyarakat, yaitu masyarakat 
memahami serta memiliki pengetahuan tentang muatan yang dilarang, sanksi pidana, prosedur mendapatkan 
perlindungan bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial. 
Kata kunci: Korban pencemaran nama baik, Media sosial, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. 
 
I. PENDAHULUAN  
Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia berlomba untuk memanfaatkan teknologi, untuk mendapatkan 
keuntungan. Termasuk dalam bidang perdagangan, komunikasi, dan termasuk kejahatan, Walaupun dunia kejahatan 
selalu menyertai setiap tindakan manusia, namun peraturannya selalu tertinggal di belakang. Hal ini menunjukan 
pesatnya perkembangan dunia kejahatan yang belum bisa di ikuti peraturan perundang-undangan pidana Indoensia. 
Karena itu peraturan tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), disahkan pada tahun 2008, dengan UU No. 
11 tahun 2008, kemudian di amandement pada tahun 2016.  Amandement dilakukan juga untuk mengikuti 
perkembangan dunia kejahatan siber tersebut. 
Teknologi tersebut tidak hanya dibuat untuk sesuatu yang berguna, namun kadang kala di salah gunakan untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti: menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, 
membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, menyebarkan sesuatu yang bertentangan  
dengan hukum, dll. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan korban, korban akan merasa malu, direndahkan, 
tidak diakui harga dirinya, hilangnya kebangga/ kehormatannya, diasingkan, menyendiri, di bully, di perlakukan 
tidak sebagaimana mestinya, yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban. 
Korban kejahatan ada, karena adanya suatu kejahatan atau perbuatan yang melanggar hak-orang lain semena-
mena. Pelaku kejahatan melakukan perbuatan untuk mendapatkana keuntungan dari korban. Bisa saja dengan 
motivasi ingin membalas dendam, iri, dengki, dendam, dll.  
Hal ini banyak terjadi saat ini, namun kadangkala si pelaku tidak tahu batas-batas mana yang harus ditahan 
untuk tidak dilakukan. Termasuk memasukan perkataan, gambar, atau muatan dalam media sosial, dimana pelaku 
tidak berhadapan dengan pihak lawan/ lainnya, sehingga merasa bebas menyampaikan kehendaknya, tanpa 
menyadari telah melanggar norma -norma yang berlaku dalam masyarakat. Korban yang menderita akibat perbuatan 
pelaku, dan tercemar karena di lakukan melalui medis sosial, tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyanggah dan 
minta pertolongan orang lain/ temannya. Namun kadangkala , hal tersebut tidak membuat membuat jera/ kapok 
pelaku dan tidak membersihkan nama baik korban.  
 
II. PERMASALAHAN 
1. Bagaimana pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui 
media sosial? 
2. Bagaimana pengertian dari Pasal yang dilanggar dalam UU ITE? 
3. Bagaimana mendapatkan perlindungan hukum jika menjadi korban pencemaran nama baik melalui media 
sosial? 
 
III. TUJUAN KEGIATAN 
 Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan posbakum, adalah untuk 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tema perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik 
melalui media sosial, memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak  masyarakat pengguna media sosial di 
daerah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, yang menggunakan media sosial untuk menjalin kekerabatan 
dan persatuan rukum tetangga dan keluarga. Pemahaman sampai pada tingkat perlindungan hukum bagi korban, 
yang sudah di atur, termasuk prosedurnya untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Serta mengukur tingkat 
kesadaran masyarakat terhadap aturan ITE tersebut. 
 
IV. MANFAAT KEGIATAN 
1. Bagi pelaksana, para dosen tetap memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 
Pendidikan, pengabdian dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian 
civitas akademika untuk menyebarkan dan membimbing masyarakat dalam memahami suatu peraturan, bagi 
kepentingan Bersama. Khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik 
melalui media sosial. Serta untuk mengetahui bagaimana suatu peraturan dapat dipahami oleh masyarakat 
luas dan tingkat kesadaran hukumnya. 
2. Bagi khalayak sasaran, mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang: perlindungan hukum; perbuatan 
yang dilarang menurut UU ITE; ukuran bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukan melalui media 
sosial, prosedur mendapatkan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial 
dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.  
 
V. TINJAUAN PUSTAKA 
Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada anggota warga negara. 
Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala 
upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang 
wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Undang Undang ini.  
Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa: 
(1) Saksi dan Korban berhak:  
 
a.  memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 
Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  
b.  ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;  
c.  memberikan keterangan tanpa tekanan;  
d.  mendapat penerjemah;  
e.  bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
f.  mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  
g.  mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  
h.  mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  
i.  dirahasiakan identitasnya;  
j.  mendapat identitas baru;  
k.  mendapat tempat kediaman sementara;  
l.  mendapat tempat kediaman baru;  
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;  
n.  mendapat nasihat hukum;  
o.  memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau  
p.  mendapat pendampingan. 
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus 
tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.  
(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan 
keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat 
sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. 
 
Pengaturan mengenai informasi transaksi dan elektronik di Indonesia terdapat di dalam Undang Undang No 11 
Tahun 2008 tentang ITE. Peraturan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi bangsa Indonesia, mengenai segala 
macam atau bentuk transaksi yang dilakukan melalui dunia siber. Untuk itu sudah diatur di dalam Pasal 5 dan 6 UU 
ITE) mengenai pengakuan / informasi  dokumen elektronik sebagai alat buki hukum yang sah , tanda tangan 
elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE) ; penyelenggaraan sertifikat elektronik (Pasal 13 dan 14 UU ITE) dan 
penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE).  
Beberapa perbuatan yang dilarang  di dalam dunia siber adalah tentang kejahatan siber (cyber crime), yaitu 
mengenai konten illegal (kesusilaan, perjudian, penghinaan / pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan 
(Pasal 27, 28, 29), akses illegal (Pasal 30), intersepsi illegal (Pasal 31), gangguan terhadap data / data interference 
(Pasal 32 UU ITE), penyalahgunaan alat dan perangkat/ misuse of device (Pasal 34).  
Pada tanggal 27 Oktober 2016, disahkan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 
tentang ITE. Mulai berlaku pada tanggal 28 Nopember 2016. 
Adapun perubahan dalam UU no 19 tahun 2016, yaitu: 
 
1. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) , dilakukan 3 perubahan sbb:  
a. Pengertian “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau 
dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. 
b.Pengertian “mentransmisi” adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang 
ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. 
c. Pengertian “membuat dapat diakses”adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan 
mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen 
elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. 
d. ketentuan Pasal 27 ayat (3) menjadi delik aduan. 
e. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada Tindak pidana pencemaran nama baik/ penghinaan dalam 
KUHP. 
 
2.  Ancaman pidana pada Pasal 29 menjadi: 
 
a. Ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di turunkan daripidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda dari paling banyak Rp.1 milyar menjadi 
paling banyak Rp. 750 juta. 
b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti dari 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling 
banyak Rp. 2 miliar menjadi paling banyak Rp. 750 juta. 
 
3.  Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 terhadap ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Pasal 31 ayat (4) yang semula mengatur tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah 
menjadi UU; 
b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen 
elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah; 
 
4.  Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut: 
 
a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri 
setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. 
b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam 
waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. 
 
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5): 
 a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi; 
b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi 
informasi. 
 
6.  Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 
26, sebagai berikut: 
 
a. Setiap Penyelenggara Sistem elektronik wajib menghapus Informasi elektronik yang tidak relevan yang 
berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. 
b. Setiap Penyelenggara Sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi elektronik 
yang sudah tidak relevan, sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan 
ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. 
 
7.  Menambahkan kewenangan tambahan dalam Pasal 40, yaitu: 
 
a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang 
dilarang; 
b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem 
elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar hukum. 
 
Hal-hal tersebut merupakan amandement daripada UU ITE yang lama, menjadi UU ITE yang baru (UU No 19 
Tahun 2016).  
 
VI. METODE PENGABDIAN 
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan bentuk penyuluhan hukum dan Posbakum. Dengan cara 
penyampaian ceramah, contoh-contoh kasus yang aktual dan sering terjadi dalam amsyarakat dan diikuti tanya jawab, 
dan setelah selesai sesi diskusi, disampaikan angket yang berisi pertanyaan tentang tingkat pemahaman materi 
penyuluhan dan usulan untuk menyampaikan saran dan ide lainnya. Setelah itu, diperbandingkan dengan hasil angket 
pada pengabdian sebelumnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman yang makin meningkat dan kesadaran hukum 
yang makin baik. Sehingga dapat dirasakan efektivitas daripada kegiatan penyuluhan dan posbakum tersebut.   
 
VII. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Adapun hal yang berkenaan dengan pencemaran nama baik dan atau penghinaan tercantum dalam norma Pasal 
27 ayat (3)  UU No 11 Tahun 2008, antara lain: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 
Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3)  UU No. 11 Tahun 2008, adalah sbb; 
Unsur Sengaja dan tanpa hak : 
Sengaja menurut Memorie van toelicting/ Mvt  artinya mengetahui bahwa perbuatannya dilarang, namun 
menghendaki akibat dari perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah terhinanya dan atau tercemarnya 
nama baik seseorang.   
Tanpa hak artinya tanpa dasar kewenangan atau tanpa dasar hukum. Tanpa hak, merupakan bagian dari sifat 
melawan hukum, hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum/ 
onrechtmatige daad, ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang:  
a). melanggar hak orang lain;  
b). bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut;  
c). bertentangan dengan kesusilaan,, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat. (Komariah E S, 2013: 42).  
Dengan cara mendistribusikan dan/ atau mentransmisi dan / atau  membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/ atau Dokumen elektronik:  
Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan 
berikut :  
Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang 
tertentu yang dikehendaki. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang 
bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).  
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 
(Pasal 1 ayat (14 UU No 11 Tahun 2008). 
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data intercharge (EDI).surat elektronik (electronic mail), telegram, 
teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.(Pasal 1 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008). 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 
dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah 
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 ayat (4)  UU No 11 
Tahun 2008). 
Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau Dokumen elektronik: melakukan interaksi dengan 
sistem elektronik yang berdiri sendiri atau secara dalam jaringan, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data intercharge (EDI).surat 
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan/ 
atau setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode.  
Unsur memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik: dalam amandement (UU No 19 tahun 
2016) , disebutkan, bahwa pengertian Pasal 27 ayat (3) menggunakan pengertian yang terdapat dalam Pasal 310 
KUHP. Pencemaran yang berhubungan dengan pencemaran nama baik melalui media social adalah antara lain yang 
terdapat dalam: 
1. Penghinaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) 
“(1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan 
sesuatu hak yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan 
pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu 
lima ratus rupiah)”. 
2. Penghinaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP): 
“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disebarkan, dipertunjukan atau ditempelkan 
dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara, paling lama (1) satu 
tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah”. 
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP) 
“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan 
apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa 
yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”; 
4. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP): 
“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan  sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap 
seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” 
 
Menurut Satochid Kertanegara, kejahatan penghinaan merupakan pelanggaran atau perkosaan terhadap 
kehormatan seseorang dan suatu sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum.(Satochid K: 69 ). 
Kepentingan hukum adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga, agar supaya tidak dilanggar, dan semuanya 
itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat tidak dapat dibiarkan diganggu. 
Kepentingan hukum didalamnya adalah termasuk : hak-hak; hubungan; keadaan dan hubungan masyarakat. 
(Satochid: 69). 
Termasuk hak yang melekat pada tiap individu, yaitu hak atas kehormatan diri.  
Penghinaan menurut R Soesilo, dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang 
belum terbukti kebenarannya, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar dan diketahui orang banyak. Sedangkan 
menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu,  
Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Bukan kehormatan dalam 
lapangan seksual.  
Untuk dapat dipidana pelaku penghinaan, maka menurut R Susilo, penghinaan tersebut harus dilakukan di 
tempat umum. Atau tempat dimana semua orang dapat melihat. Korban tidak perlu ada di tempat itu. Kecuali korban 
mendengar, melihat dan mengalami sendiri perbuatan tersebut. Menghina dengan menggunakan media surat, maka 
surat tersebut harus ditujukan kepada korban itu sendiri.  
Jika informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut di transmisikan ke dalam jaringan dan kemudian 
disebarkan, maka sudah menjadi konsumsi setiap orang yang dapat mengaksesnya. Jaringan disini adalah medoa 
social yaitu: face book, what’sapp, youtube, twitter, dll. 
Tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat 
penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus 
dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus 
dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara 
tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat 
dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk 
tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Hal ini ditegaskan juga dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 
tentang ujaran kebencian: termasuk ujaran kebencian adalah tindak pidana pidana penghinaan, pencemaran nama 
baik, dll. Termasuk ketentuan di luar KUHP, yaitu UU ITE . 
Menuduhkan sesuatu yang tidak benar, merupakan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. 
Apabila yang bersangkutan merasa tersinggung, maka yang bersangkutan dapat melakukan aduan kepada pihak 
yang berwenang. Hal ini dilakukan karena perasaan malu dan rendah diri yang harus disandangnya selama 
penghinaan atau pencemaran atau penistaan itu berlangsung.  
Adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dimuat dalam suatu kalimat atau perkataan, menjadi 
bagian yang harus dipahami oleh korban. Karena hanya korban yang dapat mengetahui dan menilai secara subyektif 
muatan tersebut, apakah sudah menyerang kehormatannya atau harkat dan martabatnya yang merupakan bagian dari 
hak yang dimilikinya. Maka korban dapat mengadukan perbuatan pelaku kepada penyidik, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE jo Pasal 319 KUHP. 
Untuk itu, negara telah memberikan perlindungan kepada korban, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang 
turut dirugikan. Didalam peraturan yang sudah ada, tersirat bahwa negara melakukan perlindungan hak asasi kepada 
masyarakat, apabila haknya dilanggar. Dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau 
semena-mena terhadap hak orang lain. Khusunya jaksa yang bertindak atas nama negara serta mewakili kepentingan 
korban. (Komariah E.S, 2013:83).  
Setelah mendengarkan aduan dari korban, maka penyidik akan melakukan penggeledahan dan penyitaan barang 
bukti, Untuk menindak lanjut kasus tersebut. Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 
Apabila ternyata korban merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan secepatnya, dan dalam keadaan yang 
tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga 
Perlindungan Saksi dan korban. Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 
31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, LPSK  dapat memberikan perlindungan berdasarkan atas 
empat hal, yakni: 
 
a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; 
b. Tingkat Ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; 
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan 
d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. 
 
Korban harus segera mendapatkan perlindungan, karena memiliki peran yang sangat penting dalam 
mengungkap suatu tindak pidana. Karenanya negara dapat saja, memerintahkan kepada Lembaga perlindungan saksi 
dan korban atau pihak kepolisian untuk melindunginya. Termasuk melindungi dari pers. Dimana pers dapat menjadi 
penyebar suatu berita.  
Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, media sosial jenis sosial network,  seperti face 
book, Instagram, twitter, youtube, blog, what’sapp,  dll, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus 
muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri. Berdasarkam Pasal 26 ayat (3), 
ayat (4) UU ITE No 19 tahun 2016.  
Suatu perlindungan hukum Sebagai contoh kasus, seorang menghina Bupati, melalui face book, sehingga 
masyarakat yang membacanya akun face book korban, kehilangan simpati terhadap korban. Dalam Putusan MA RI 
No 2290 K/pid.sus/ 2015,  disebutkan bahwa pencemaran nama baik/ penghinaan menimbulkan  kerugian 
immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang.  
diberikan oleh Negara dalam bentuk putusan pengadilan, dimana hakim harus memperhatikan beberapa asas 
hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus suatu perkara (Dikdik M, 2007: 163), yaitu: 
 
a. Asas-Asas Manfaat Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum 
korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.  
b. Asas Keadilan Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak tersifat mutlak karena dibatasi oleh 
rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.  
c. Asas Keseimbangan Pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan 
yang semula. 
d. Asas Kepastian Hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak 
hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban  
 
Apabila terbukti adanya pencemaran nama baik atau penghinaan, maka pelaku dikenakan sanksi pidana dan 
denda, namun sebagaimana diketahui, tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 UU ITE 
merupakan delik aduan, sehingga untuk penuntutannya harus ada aduan dari korban. Delik aduan dapat dicabut, 
berdasarkan Pasal 75 KUHP, yang disyaratkan tidak lewat 3 bulan dari tenggang waktu setelah pengaduan diajukan. 
Akibat hukumnya, tindak pidana penghinaan tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Namun tidak dapat 
juga dibuatkan akte perdamaian agar tidak dituntutnya perbuatan tersebut. Hal ini terbukti dari Putusan MA RI  No. 
40 PK/Pid/ 2009. Demikian juga dalam Putusan MA RI No. 1600 K/ pid/ 2009, dimana kasus penghinaan yang 
kemudian dicabut aduannya, sudah lewat tenggang waktu 3 bulan sejak aduan di ajukan, ternyata apabila menurut 
Hakim yang memeriksa, bahwa dengan pencabutan aduan walaupun sudah lewat, tetapi ternyata bahwa pencabutan 
aduan ini membawa manfaat lebih besar daripada kalau dilanjutkan. Maka dengan demikian delik adua terhadap 
penghinaan dapat dicabut dengan dasar pertimbangan tersebut. 
Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan 
melalui sosial media, antara lain: 
 
1. Negara telah membuat kebijakaan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 
Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. 
Sanksi pidana penjara dan denda. 
2. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban; 
3. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus 
siber (Bid. Ekonomi); 
4. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak 
kejaksaan; 
5. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/ penghinaan merupakan kasus yang 
berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus 
menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.  
6. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta ijin daripada pemilik akun yang 
muatannya adalah penghinaan/ pencemaran nama baik. 
 
VIII. Simpulan 
Dari hasil pemantauan dan hasil diskusi dengan anggota masyarakat yang terlibat dalam pengabdian kepada 
masyarakat, di dapatkan suatu kesimpulan: 
 
1. Pada umumnya masyarakat mengetahui adanya aturan yang melarang memuat isi yang mencemarakan nama 
baik orang lain atau memuat penghinaan terhadap orang lain; 
2. Pada umumnya anggota penyuluhan belum mengetahui bahwa peraturan dibuat untuk melindungi 
kepentingan masyarakat dan individu, karena tingkat Pendidikan yang tidak merata, artinya ada yang masih 
lulus sekolah menengah bawah dan ada yang hanya sampai sekolah menengah atas; 
3. Tingkat keingin tahuan yang sangat besar, sangat menolong penyuluh untuk menyampaikan pengetahuan 
dengan tema perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial; 
4. Kesadaran hukum yang mulai terbangun, karena umumnya mereka mengetahui sanksi pidana dari media 
sosial dan tidak ingin terkena sanksi atau salah langkah; 
5. Para pemakai media sosial, merasa penggunaan media sosial adalah untuk persatuan dan keakraban 
pengguna, sehingga masing-masing merasa perlu menjaga kepentingan Bersama; 
 
IX.Saran: 
1. Agar masyarakat tetap mencoba untuk mencari tahu hal -hal yang berhubungan dengan perlindungan korban 
siber; 
2. Aparat negara bekerjasama dengan aparat kelurahan untuk menyebarkan dan memberikan pengetahuan 
mengenai bahayanya pencemaran nama baik, terutama pada saat Pemilu, bulan Puasa, hari raya, hari penting 
laiinya dan perayaan -perayaan suku, adat, agama tertentu, supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan RI. 
Mengingat UU ITE bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan cara menjaga kesatuan dan 
persatuan bangsa, 
 
 
Daftar Pustaka 
Buku-buku 
Didik M. Arif, (2007), Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta.  
Komariah E Sapardjaja. (2013). Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia. (Studi 
kasus tentang Penerapam dam Perkembanhgannya dalam Yurisprudensi). PT Alumni, Bandung.  
Satochid K . Hukum Pidana (kumpulan Kuliah). Bagian Satu. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. 
 
Peraturan perundang-undangan 
KUHP R Susilo 
UU No. 11 Tahun 2011 tentang ITE 
UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 . 
UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. 
Putusan MA RI No. 40 PK/Pid/ 2009  
Putusan MA RI No. 1600 K/ Pid/2009 
Putusan MA RI No 2290 K/pid.sus/ 2015 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 
Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian. 
 
